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KEMENTERIAN KESEHATAN. Instalasi
Elektrikal. Prasarana. Persyaratan Teknis.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 2306/MENKES/PER/XI/2011
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS PRASARANA
INSTALASI ELEKTRIKAL RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan
tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi
Elektrikal Rumah Sakit;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

S. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989
Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3394) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4628);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4532);

10. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
Nomor 01.P/40/M.PE/1990 tentang Instalasi
Ketenagalistrikan;
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11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29
/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
363 /Menkes/Per/IV/ 1998 tentang Pengujian dan
Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana Pelayanan
Kesehatan;

13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor KEP-75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan
(SNI) Nomor SNI-04-0225-2000 mengenai
Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL
2000) di Tempat Kerja;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

530/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;

15. Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2007
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia
04-0225-2000/Amd 1-2006 mengenai Amandemen 1
Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL
2000, sebagai Standar Wajib);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/
Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS PRASARANA INSTALASI
ELEKTRIKAL RUMAH SAKIT.

Pasal 1

Pengaturan persyaratan teknis prasarana instalasi elektrikal rumah sakit
bertujuan untuk :

a. memberikan acuan kepada rumah sakit dalam mewujudkan instalasi
listrik yang berkualitas sesuai dengan fungsinya, andal, efisien, serasi
dan selaras dengan lingkungan; dan

b. terselenggaranya fungsi prasarana instalasi elektrikal rumah sakit yang
menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan memberikan
kemudahan bagi pengguna instalasi elektrikal di rumah sakit.

Pasal 2

Persyaratan teknis prasarana instalasi elektrikal rumah sakit sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
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Pasal 3

Persyaratan teknis prasarana instalasi elektikal rumah sakit merupakan
acuan bagi pengelola rumah sakit, penyedia jasa kontruksi, pemerintah
daerah, dan instansi yang terkait dengan kegiatan pengaturan dan
pengendalian penyelenggaraan pembangunan prasarana instalasi
elektrikal guna menjamin keselamatan rumah sakit dan lingkungan
terhadap bahaya elektrikal.

Pasal 4

Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi instalasi listrik dalam
lokasi medik untuk memastikan keselamatan pasien dan staf medik.

Pasal 5

(1) Menteri bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit sesuai
tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
peningkatan kemampuan petugas teknisi listrik di rumah sakit dalam
penyelenggaraan teknis prasarana instalasi elektrikal rumah sakit.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan
tindakan administratif kepada rumah sakit.

(4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; atau

c. rekomendasi pencabutan izin pemakaian instalasi listrik.
Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua rumah sakit yang sudah
ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan
ini, paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan ini
diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 November 2011
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN
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